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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Beberapa kondisi fasilitas perlengkapan jalan yang ada di 

persimpangan bersinyal Gandulan Pemalang mengalami kerusakan dan 

perlu dilakukan perbaikan. Kerusakan tersebut berupa daun rambu 

yang penyok, tiang rambu yang miring, dan marka jalan yang sudah 

memudar.   

2. Rekomendasi yang diharapkan pada penempatan rambu peringatan 

APILL, rambu perintah yang bertuliskan “BELOK KIRI MENGIKUTI 

ISYARAT LAMPU” yang ditempatkan pada pendekat utara dan barat, 

pengecatan ulang marka stop line yang memudar maupun menghilang 

pada pendekat utara, timur, dan barat, penempatan pita penggaduh 

(rumble strips) pada pendekat selatan. 

 

V.2 Saran 

1. Bagi instansi terkait disarankan untuk dapat melakukan pemeliharaan 

terhadap traffic sign dan traffic signal secara rutin, khususnya traffic 

sign dan traffic signal yang ada pada persimpangan bersinyal Gandulan 

Pemalang. Hal tersebut sangat diperlukan karena baik traffic sign 

maupun traffic signal merupakan alat penyampai aturan lalu lintas 

kepada pengguna jalan. 

2. Perlu diadakannya kegiatan sosialisasi tentang traffic sign dan traffic 

signal kepada masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan agar pengguna 

jalan dapat menangkap arti dari suatu traffic sign maupun traffic signal 

yang ada, dan akan melakukan tindakan sesuai pesan yang didapat. 
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3. Perlu diadakannya studi lebih lanjut mengenai harmonisasi antara 

traffic sign dan traffic signal pada simpang bersinyal Gandulan 

Pemalang.  
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